Menimbang

Mengingat

SALINAN

KEPALA DESA NGASINAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGASINAN

NOMOR : 8 TAHUN 2023

TENTANG

KADER PEMBANGUNAN MANUSIA ( KPM )

KEPALA DESA NGASINAN,

bahwa Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam
pencegahan Stunting ( 2021 - 2024 ) adalah
pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader
Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan
stunting;

bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan
mitra pemerintah Desa Ngasinan yang diperlukan
keberadaannya dalam memfasilitasi dan monitoring
konvergensi penanganan stunting;

bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang
bersifat multi dimensi dan intervensi paling
menentukan pada 1,000 Hari Pertama Kehidupan;

Bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c , maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngasinan
Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo tentang
pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan ProvinsinJawa tengah;

. Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republijk
Indonesia Nomor 5495);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007
tentang KPM;

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tetang Pedoman Pembangunan Desa(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017
Nomor 30);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

9. Peraturan Desa Ngasinan Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran desa Ngasinan Tahun 2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Mengangkat Saudara AYU NUR SETYANINGSIH Sebagai
Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Ngasinan
Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Masa Bakti 2021-
2024;

Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan
Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Desa Ngasinan
Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo;

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diperbaikan kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Ngasinan
Pada Tanggal : 11 Januari 2023
KEPALA DESA NGASINAN
ttd

PURWADI

Tembusan: disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Bulu di Bulu;

3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani;

4. Arsip.



